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TENTANG 

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016-2021 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SITUBONDO 

Menimbang 

Mengingat 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Situbond n 
Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama, dipandang perhi 
menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Situbondo tentang Rencana Strategis ( RENSTRA) Perubahan 
Tahun 2016-2021. 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomof 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301] 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencan.i 
Pembangunan |angka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaii 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republil 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaiuasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah,(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negani 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

5. Peraturan Pemerintah Nommor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomoi 
114); 



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan; 
Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubaii 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negei i 
Nomor 21 Tahun 2011; 

7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaa i 
Peraturan Pemenntah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaiuasi Pelaksanaaii 
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesi i 
Tahun 2010 Nomo 517); 

8. Peraturan Pemerintah Nommor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaiuasi Rencana Kerja Pemerinta'i 
Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201n 
Nomor 518); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 201 ! 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Situbondo Tahun 2011 - 2025 (Lembaran Daeran 
Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomo, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6) 

11. Peraturan Daerah Kebupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 20l i) 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo 
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 201o 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeraii 
Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daeraii 
Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8) . 

13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukai, 
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerj i 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. 

14. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Rencana Strategi; 
(RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-
2021. 

15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerj.i 
Utama. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 
KESATU : Menetapkan Rencana Strategis ( Renstra ) Perubahan Organisa> i 

Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Situbondo Tahun 2016-2021 sebagaimana Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA Rencana Strategis ( Renstra ) Perubahan Organisasi Perangkat Daeraii 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-
2021 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Strategis, Kebijakan, Program 
dan Kegiatan Pembangunan yang bersifat Indikatif untuk jangka wakt i 
lima (5) tahun yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masini; 
dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021. 



KETIGA : Rencana Strategis ( Renstra } Perubahan Organisasi Perangkat Daeraii 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-
2021 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. 

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Rencana 
Strategis ( Renstra ) SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo 
Tahun 2016-2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017, dan 
besarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

KELIMA ; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan 
diperbaiki sebagaimana mestinya. 

Tembusan disampaikan kepada Yth. 
1. Bupati Situbondo 
2. Inspektur Kabupaten Situbondo 
3. Kepala Bappeda Kab. Situbondo 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

Situbondo 
20Iuni 2018 

. KEPAL4 DINAS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN KAB. SITUBONDO 

OR RAKHMAN. M.Pd 
embina Utama Muda 

NIP. 19660401 198603 1 008 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 telah selesai dilaksanaken. 

Renstra ini disusun berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 dan sebagai wujud pertanggungjawaban visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi 

pencapaian tujuan melalui kebijakan, program, dan kegiatan. Renstra ni 

menguraikan penyusunan prongram kegiatan dan anggaran/pendanaan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo untuk lima tahun kedepan dala m 

rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini juga merupakan saleh 

satu perwujudan dari niat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan 

praktik pemerintahan yang baik (good government governance). Renstra Perubahan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021 sebagai tindak lanjut dari 

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama yarg 

disusun secara objektif berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

Renstra Perubahan ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangen 

sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstrukiif 

dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Renstra ini dimasa mendatang. Akhirny.j, 

kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan 

dukungan datam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021. 

Situbondo, 2018 

K E P A L A DINAS PENDIDIKAN DAN 
f ^ B U D A Y A A N KAB. SITUBONDO 

NIP.19660401 198603 1 008 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

a. Pengertian Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan 

OPD untuk periode lima tahun kedepan renstra merupakan suatu 

proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 

kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan 

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang atau yang 

mungkin timbul. Renstra Straregis mengandung visi, misi, tujuan, 

sasaran serta cara pencapaian yang realistts untuk mengantisipasi 

perkembangan masa depan, yang dibuat oleh OPD yang mengacu 

pada rencana pembangunan jangka menangah daerah (RPJMD) 

untuk jangka waktu lima tahun kedapan. 

b. Fungsi renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Situbondo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yaitu OPD 

Dinas pendidikan dan kebudayaan merupakan unsur staf yang 

memiliki tugas pokok merumuskan kebijakan pimpinan dalam 

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang 

dituangkan kedalam Renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Situbondo. Dalam Renstra 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan visi dan misi, 

menguraikan rincian daftar program dan kegiatan, serta menyediakan 

tolok ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai 

pedoman dalam pengendalian dan evaiuasi pelaksanaan rencana 

pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil 

pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. 

c. Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil 

yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima 

tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang 

ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, 

misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk 

mengantisipasi perkembangan masa depan. Dijelaskan pula dalam 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, pada Pasal 151 ayat (1), yang berbunyi : "Satuan Kerja 

Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya 
RENSTRA RtRUBAHAN Umas Pendidikan dan Kebudayaan Kaaupaten bitubondo 2U I 6-202 I ) 



disebut Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 

program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya, berpedoman pada RPJMD daerah dan bersifat indikatif. 

Dan dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam Pasal 1 ayat (7) yang 

menyatakan : "Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun". Berdasarkan 

pengertian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Renstra 

OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) 

tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan 

indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas 

dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah 

OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD). 

Pada tataran nasional perencanaan pembangunan jangka panjang 

pendidikan tertuang dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional 

Jangka Panjang ( R P P N J P ) Tahun 2005-2025. Dalam rencana tersebut 

dikembangkan empat tema pembangunan pendidikan sebagai kerangka 

pentahapannya, yaitu : 

• Tema pembangunan pendidikan dan Kebudayaan I pada tahun 2005-

2009, fokusnya adalah peningkatan kapasitas dan modernisasi. 

• Tema pembangunan pendidikan dan Kebudayaan II pada tahun 2010-

2015, fokusnya adalah penguatan peiayanan. 

• Tema pembangunan pendidikan dan Kebudayaan III pada tahun 2015-

2020, fokusnya adalah penguatan daya saing regional. 

• Tema pembangunan pendidikan dan Kebudayaan IV pada tahun 

2020-2025,fokusnya adalah penguatan daya saing internasional. 

Pembabakan dan tema pembangunan pendidikan dan Kebudayaan 

yang dijabarkan dalam R P P N J P tersebut dalam pelaksanaannya 

disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nastonal 

(RPJPN) tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dan perkembangan kondisi yang 

terjadi di masa mendatang, terutama berkenaan dengan pergantian 

kepemimpinan nasional yang berlangsung pada tahun 2019. 

R E N S T R A PERUBAHAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo 2016-2021 2 



Untuk kurun waktu Tahun 2015-2019, rencana strategis 

pembangunan pendidikan dan kebudayaan tertuang dalam 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015. Dalam peraturan menteri tersebut, 

diungkapkan visi Kementerian Pendidikan Nasional yang perumusannya 

mengacu pada tema pembangunan pendidikan II dalam kurun waktu 

tahun 2015-2019 yang memfokuskan pada penguatan peiayanan 

pendidikan. Dirumuskan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Nasional untuk tahun 2015: "Terbentuknya insan serta Ekosistem 

Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan 

Gotong Royong". Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam lima misi 

pendidikan untuk kurun waktu 2015-2019 

(1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat 

(2) Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata dan Berkeadilan 

(3) Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu 

(4) Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa 

(5) Mewujudkan Penguatan Tata Ketola serta Peningkatan Efektifitas 

Birokrasi dan Pelibatan Publik. 

Pencapaian visi dan misi tersebut serta hasil evaiuasi atas program-

program yang menjadi turunannya hingga tahun 2014, perlu dijadikan 

pertimbangan dan bahan masukan untuk menyusun rencana strategis 

pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015-2019. 

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Situbondo Tahun 2016-2021 Ini, dikembangkan dan disusun dengan 

mempertimbangkan dan berpedoman pada: 

(1) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Renstra Kemdikbud 

tahun 2015-2019; 

(2) Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2015-20119 dan Grand Design Pendidikan Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2007-2025; 

(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 (sampai saat naskah Ini 

disusun RPJMD yang dimaksud masih berupa rancangan dan 

belum disahkan sebagai Peraturan Daerah); dan 

Di samping itu dipertimbangkan pula pernyataan Pusat Kajian 

Manajemen Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang mengungkapkan 

adanya banyak faktor yang menyebabkan ketidak tercapaian program 

kerja yang telah direncanakan dalam Renstra, dua diantaranya adalah: 

RENSTRA PERUBAHAN Dmas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo 2016-2021 3 



ketidakpastian politik dan ekonomi serta laju perkembangan I P T E K dan 

perubahan sosial yang begitu cepat. Sementara itu Renstra yang telah 

disusun untuk periode 5 (lima) tahunan harus diakui, sehngkali hanya 

disikapi sebagai dokumen yang layak ditempatkan di rak arstp dan tidak 

perlu dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 

tahunan, yang harus dilakukan oleh masing-masing unit kerja di suatu 

S K P D . Terkait dengan hal tersebut, Pusat Kajian Manajemen LAN 

menyatakan bahwa dalam penyusunan perencanaan strategik diperlukan 

bahan kajian seperti berikut; 

1) Pemahaman mendasar tentang tujuan dan pentingnya perencanaan 

strategis; 

2) Perhatian terhadap perencanaan yang dibuat dan keterpaduannya 

dengan proses yang ditetapkan untuk menjamin keberhasilan 

pencapaiannya; dan 

3) Kehati-hatian dalam menetapkan tujuan yang jelas dan spesiftk serta 

menentukan langkah-langkah tindakan secara terbuka dan juga 

kehati-hatian dalam memanfaatkan pandangan kelompok pemangku 

kepentingan utama. 

Penyusunan Renstra periode 2016-2021 pada prinsipnya pada saat 

ini masih akan dilakukan revtsi karena landasan yang dijadikan dasar 

penyusunan Renstra belum tersedia, yaitu Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Sesuai dengan 

Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Nasional, ditetapkan bahwa Renstra OPD termasuk Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan, harus didasarkan pada RPJMD. Oleh karena itu dalam 

penyusunan renstra ini, diperlukan penyesuaian target menjadi 

penyiapan kerangka dasar rancangan Renstra serta pengumpulan dan 

pengolahan data termasuk informasi pendukung lainnya, yang akan 

disempurnakan dan difinalkan setelah RPJMD Jatim 2016-2021 

diterbitkan. Di samping itu ada kepentingan lain yang hendak dicapai 

yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan Bupati baru yang terpilih 

berserta jajarannya dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Situbondo 

tahun 2016-2021. Pada akhirnya Renstra Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Situbondo ini akan dijadikan sebagai pedoman 

oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun perencanaan, 

melaksanakan, dan memonitoring serta mengevaluasi program dan 

kegiatan pembangunan pendidikan dan Kebudayaan. Berikut adalah 

RENSTRA PERUBAHAN D/nas Pendidikan dan K e b u d a y a a n Kabupaten Situbondo 2016-2021 4 



skema hubungan antar dokumen perencanaan antara dokumen RPJMD 

dan Renstra OPD. 

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA 5KP0 PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENET. PAN 

Gambar 1.1 Skema Hubungan antara Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Situbondo 2016-2021 adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

R E N S T R A PERUBAHAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kobupaten Situbondo 2016-2021 5 



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

11. Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian Dan Evaiuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); . 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaiuasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817) ; 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 

Tentang Wajib Belajar; 

20. Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 

Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; 

21 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

22. Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah 

23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penetapan, 

Pengesahan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 

tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif; 

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3); 

26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 

tentang Standar Peiayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di 

Kabupaten/Kota; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata 

cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaiuasi Pembangunan 

Daerah, Tata cara Evaiuasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 Tahun 

2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

nomor 15 tahun 2010 tentang Standart peiayanan minimal (SPM) 

Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

R P J P D Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang 

R T R W Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031; 

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 

32. Paraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( R P J P D ) 

Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Situbondo; 

34. Paraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo 

Tahun 2013-2033. 

35. Paraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Situbondo 

36. Paraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Tahun 2016 s.d. 2021 

37. Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 39 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Situbondo; 

38. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis 

( R E N S T R A ) Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-

2021. 

39. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja 

Utama. 
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40. Surat Bupati Situbondo Nomor050/0378/431,301.2/2016Tanggal 31 

Mel 2016 tentang Penyusunan Renstra S K P D . 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Situbondo ini merupakan rancangan 

pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun dan 

diperuntukkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo yang mengacu pada 

RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016 - 2021. 

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 

Adapun maksud dari penyusunan renstra Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo adalah : 

a. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis Pendidikan dan 

Kebudayaan di Kabupaten Situbondo dan keterkaitannya 

dengan upaya pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 

untuk jangka waktu lima tahun mendatang. 

b. Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan 

Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Situbondo, disertai dengan gambaran Rencana Program dan 

Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan 

Indikatifnya. 

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Situbondo 

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Situbondo adalah 

a. Memberikan kerangka acuan, dan pedoman bagi jajaran 

pejabat struktural, staf, dan kelompok fungsional, di lingkungan 

S K P D Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) , agar selaras antara tujuan 

dan sasaran. 

b. Memberikan kerangka acuan, dan pedoman bagi S K P D Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo di seluruh 

wilayah Kabupaten Situbondo, dalam penyusunan Rencana 

Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten 

Situbondo Tahun 2016-2021, disusun dalam tiga bagian besar. Bagian 

pertama menguraikan peiayanan Dinas Pendidikan dan kebudayaan 

Kabupaten Situbondo dan isu-isu strategis yang berkaitan dengannya. 

Bagian dua membahas visi, misi hingga program kerja Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Bagian tiga menguraikan 

indikator kinerja dan rancangan monitoring serta evaiuasi tmplementasi 

Renstra. 

Menguraikan pokok bahasan dalam renstra Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Situbondo dapat diuraikan sebagai berikut. 

Bab I : Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan sebagai penjabaran RPJMD dan Renstra 

Nasional yang disesuaikan dengan Tugas pokok dan fungsi 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

1.2 Landasan Hukum yang merupakan peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra. 

1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra. 

1.4 Sistematika Penulisan penyusunan Renstra. 

Bab II : Gambaran Peiayanan Perangkat Daerah 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan Fungsi) Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan, mengemukakan capaian penting 

yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan enstra perangkat 

daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD 

priode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama 

yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatas melalui Renstra 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini. 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.3 Kinerja Peiayanan Perangkat Daerah 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Peiayanan 

Perangkat Daerah. 

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daearah 
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Memuat indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan 

fungsi peiayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Furgsi 

Peiayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaien 

Situbondo 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkur ga 

Hidup 

3.5 Isu-isu Strategis 

Bab IV : Tujuan dan Sasaran 

Pada bagian ini dikemukan rumusan pernyataan tujuan dan 

sasaran jangka mengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan beserta indikator kinerjanya 

disajikan dalam tabel 4.1 

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan 
arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam lima 
tahun mendatang yaitu pada Tabel. T-IV.C.27 

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan. 

Pada bagian ini dikemukan rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran, pendaaan indikatif. 

Bab V I I : Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan yang secara langsung menunjukkan kinerja 

yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam 

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran Revisi RPJMD Kabupaten 

Situbondo 2016-2021, Indikator kinerja Perangkat Daerah yang 

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan 

dalam tabel 7.1 

Bab V I I : Penutup 

Harapan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
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Situbondo tentang penyempurnaan Renstra dan sebagai 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja serta 

meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Situbondo. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN OPD 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD 

Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Situbondo mengemban tanggung jawab bagi tercapainya keberhasilan 

pembangunan urusan pendidikan dan urusan kebudayaan sesuai 

dengan visi dan misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Situbondo. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Situbondo serta Peraturan Bupati Situbondo Nomor 

39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Situbondo. 

Adapun struktur organisasi OPD Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 

Tahun 2016 sebagai berikut: 
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S T R U K T U R ORGANISASI 

DINAS PENDIDIKAN DAN K E B U D A Y A A N K A B U P A T E N SITUBONDO 

K E L O M P O K JABATAN 
FUNGSIONAL 

BIDANG 
PEMBINAAN P A U D 

DAN DIKMAS 

BIDANG 
PEMBINAAN 

PENDIDIKAN D A S A R 

S E K S I 
PEMBINAAN PAUD 

S E K S I 
PEMBINAAN DIKMAS 

S E K S I 
S A R A N A 

P R A S A R A N A PAUD 
DAN DIKMAS 

S E K S I 
PEMBINAAN S D DAN 

LAYANAN K H U S U S 

S E K S I 
PEMBINAAN S M P DAN 

LAYANAN K H U S U S 

S E K S I 
S A R A N A P R A S A R A N A 
PENDIDIKAN D A S A R 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

BIDANG 
K E B U D A Y A A N 

BIDANG 
PEMBINAAN P E i DIDIK 

DAN TENAC A 
K E P E N D I D I K \N 

S E K S I 
P E L E S T A R I A N C A G A R 

B U D A Y A DAN M E S E U M 

S E K S I 
S E J A R A H DAN T R A D I S I 

S E K S I 
K E S E N I A N 

S E K S I 
PEMBINAAN PTt- PAUD, 
DIKMAS DAN I E NAGA 

K E B U D A Y A ,N 

S E K S I 
PEMBINAAN - ' T K 
S E K O L A H DA lAR 

S E K S I 
PEMBINAAN " T K 

S E K O L A H MENE NGAH 
P E R T A M A 

UPTD 

Komponen Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Situbondo adalah sebagai berikut: 

(1) Kepala Dinas 

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo pasal 5, 

maka tugas dan fungsi Kepala Dinas adalah memimpin, melakukan 

koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang 

Pendidikan dan bidang Kebudayaan. 

(2) Sekretarlat 

a. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaiuasi 

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas 
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peiayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam 

lingkungan Dinas. 

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 

Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 

a) pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga 

Dinas, dan administrasi di lingkungan badan; 

b) penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas; 

c) pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan 

kegiatan Dinas serta penyelenggaraan tugas- tugas bidang secara 

terpadu; 

d) pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah (SPIP) di lingkup Dinas ; 

e) penyiapan bahan evaiuasi tugas-tugas bidang secara terpadu; 

f) pelaksanaan urusan keuangan; 

g) pelaksanaan urusan umum; 

h) pelaksanaan urusan kepegav/aian; 

i) pelaksanaan urusan aset Dinas; 

j) pelaksanaan urusan perencanaan program Dinas; 

k) pelaksanaan urusan pendataan Dinas; 

I) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

m) pelaksanaan tugas perbantuan; 

n) pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan 

o) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

c. Kepala Dinas.Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas 

melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha kepegawaian. Dalam 

melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi : 

a) pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas; 

b) penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas; 

c) pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan 

pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan 

perbekalan lain; 

d) pelaksanaan urusan surat - menyurat; 

e) pencatatan dan pelaporan barang inventaris; 
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f) pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan; 

g) pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas; 

h) penyelenggaraan tugas kepegawaian dinas yang meliputi 

pengumpulan data kepegawaian, penyusunan Daftar Urut 

Kepangkatan, pengelolaan dan pelaksanaan rekapitulasi 

absensi elektronik, penyiapan dan penghimpunan penilaian 

prestasi kerja pegawai, mempersiapkan usulan-usutan yang 

menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi 

pegawai, pengangkatan dan pemberfientian pegawai, cuti 

pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu 

pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun 

(Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan; 

i) penyelenggaraan kesejahteraan pegawai; 

j) penyusunan Laporan Kepegawaian; 

k) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

I) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan 

m) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

2. Sub Bagian Keuangan; 

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan 

ketatausahaan dan tata usaha keuangan. 

Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a) pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi 

pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas 

serta pembayaran gaji pegawai; 

b) penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; 

c) pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya 

pengetuaran Dinas; 

d) pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan; 

e) pengelolaan dan koordinasi penyusunan laporan aset di lingkup 

Dinas; 

f) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

g) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan 

h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3. Sub Bagian Penyusunan Program; 
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Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas melaksanakan 

perencanaan dan penyusunan kegiatan, evaiuasi dan pelaporan. 

Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi : 

a) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja 

(Renja) Dinas; 

b) penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta 

dokumen pelaksanaan anggaran; 

c) pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup 

Dinas; 

d) penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di 

lingkup Dinas; 

e) penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( L K P J ) 

Kepala Daerah pada urusan pendidikan dan kebudayaan; 

f) penyusunan evaiuasi kegiatan Dinas; 

g) penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas; 

h) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD); 

i) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Survey Kepuasan 

Masyarakat (SKM); 

j) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Data dan Informasi 

Pendidikan; 

k) penyusunan dan pelaporan standar operasional (SOP) dinas; 

I) penyusunan dan pelaporan peiayanan publik dinas; 

m) pelaksanaan tugas perbantuan urusan pendidikan dan 

kebudayaan; 

n) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

o) pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada 

Sekretaris; dan 

p) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan 

Masyarakat (DIKMAS). 

a. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai 

tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan 

program, pedoman dan petunjuk teknis, rencana, bimbingan, monitoring 

dan evaiuasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat.; 
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Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat 

menyelenggarakan fungsi : 

a) penyusunan program kerja dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini 

dan Pendidikan Masyarakat; 

b) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat, dan 

Sarana dan prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat; 

c) penyusunan rencana pengadaan tenaga teknis dan sarana 

termasuk prasarana pendidikan yang diperlukan bagi pembinaan 

dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat; 

d) penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk 

penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan 

Nonformal, dan Informal; 

e) pelaksanaan penilaian dan pembinaan kegiatan Pendidikan Anak 

Usia Dini, Pendidikan Masyarakat; 

f) pemberian perizinan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) , Taman Bacaan 

Masyarakat (TBM), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan 

Satuan Pendidikan Masyarakat lainnya yang diselenggarakan oleh 

pihak swasta; 

g) pelaksanaan kerjasama dengan instanst pemerintah dan organisasi 

masyarakat yang bergerak di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Masyarakat; 

h) penginventarisasi organisasi yang melaksanakan kegiatan 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 

i) pengusulan bantuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat yang diselenggarakan Satuan Pendidikan; 

j) pengusulan rencana pengadaan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat serta 

sarana/prasarana dalam rangka kelancaran layanan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat; 

k) pemberian rekomendasi dan perpanjangan serta pencabutan ijin 

Pendirian satuan pendidikan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) dan Pendidikan Masyarakat; 
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I) pelaksanaan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan 

satuan/program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan 

Masyarakat; 

m) pelaksanaan monitoring dan evaiuasi pelaksanaan kegiatan serta 

pemberdayaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 

Pendidikan Masyarakat; 

n) pemberian rekomendasi usulan program dan dana bantuan 

langsung dan sarana penunjang dari satuan pendidikan/program 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat; 

o) pengusulan penilaian kinerja dan akreditasi bagi Satuan 

Pendidikan/Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 

Pendidikan Masyarakat; 

p) penghimpunan dan mengusulkan daftar nominatif ujian nasional 

pendidikan kesetaraan; 

q) penandatanganan pengesahan/legalisir Ijazah pendidikan 

keaksaraan dan kesetaraan; 

r) pengkoordinasian pelaksanakan pembinaan, penilaian dan 

pemberian penghargaan tenaga pendidik dan kependidikan serta 

lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan 

Masyarakat; 

s) pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi 

masyarakat yang bergerak di bidang Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) dan Pendidikan Masyarakat; 

t) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

u) pelaporan hast! pelaksanaan tugas; dan 

v) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; 

b. Seksi Pembinaan PAUD mempunyai tugas menyusun program kerja, 

pembinaan, koordinasi, memverifikasi, bimbingan, monitoring dan 

evaiuasi di bidang pendidikan anak usia dini. Seksi Pembinaan PAUD 

menyelenggarakan fungsi : 

a) penyusunan program kerja di bidang pendidikan masyarakat; 

b) pelaksanaan pembinaan terhadap penilik Pendidikan Masyarakat 

dalam rangka pengendalian mutu penyelenggaraan Pendidikan 

Masyarakat; 
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